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 Konfigurasi dan signifikansi dari seluruh indikator pengukuran 

dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan trajektori 

pencapaian tahun 2018 di Kabupaten Cianjur yang 

dikualifikasikan dalam performa rendah, tidak akan dapat 

menunjang perkembangan generasi muda menjadi pribadi dewasa 

yang mandiri, penuh potensi dan bertanggung jawab sebagai 

bagian dari masyarakat. Tujuan terdalam konstruksi kebijakan 

kepemudaan untuk menempatkan kalangan muda dalam takhta 

tertinggi sebagai atraktor yang menjadi region magnetik 

akselerasi perubahan dalam realitas bermasyarakat masih 

merupakan fiksi kebijakan yang belum tercapai. Penelitian ini 

mempergunakan pendekatan kombinasi melalui metode survei, 

studi implementasi dan studi evaluasi kebijakan dengan bertumpu 

pada pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme. 

Bahwa hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Sekalipun 

penyelidikan terkait persepsi sebagai orientasi nilai dalam taraf 

signifikansi tertentu merepresentasikan distorsi, namun pemuda 

Kabupaten Cianjur tidak pernah terlibat langsung dalam 

inklusivitas jaringan kebijakan kepemudaan yang secara 

diametrik ambivalen dengan persepsi konstruktif terhadap 

pelayanan kepemudaan yang wajib secara prosedur dilaksanakan 

Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna dan Gerakan Pramuka 

termasuk terhadap pembangunan pemuda berbasis pendekatan 

Organisasi 4-H. (2) Trajektori implementasi dari implementor 

kebijakan terkait masih terbatas pada skema dengan taraf 

signifikansi prakonsep yang belum otonom dan monoton, 

sehingga belum dapat mereduksi potensi masalah kepemudaan. 

(3) Keberadaan dari kekuatan institusi formal dan informal 

ternyata tidak secara ekspresif menghadirkan guidelines dan 

constraints baik dalam pemilihan tindakan, dalam melakukan 

proses proyeksi terkait probabilitas hambatan dalam tahapan 

implementasi maupun dalam membangun desain evaluasi 

kebijakan yang dapat diverifikasi dalam praktik global. Adapun 

bentuk implikasi krusial dari penelitian ini menghadirkan sebuah 

moralitas baru dalam melakukan proses penyelidikan terhadap 

kebijakan kepemudaan dalam mendorong transformasi pelayanan 

kepemudaan yang lebih moderat. 
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1. PENDAHULUAN 

Secara normatif bahwa pelayanan kepemudaan 

dalam UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, 

UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, 

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permensos No. 

25 tahun 2019 tentang Karang Taruna dan UU No. 16 

tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 

2017 terkait Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 

tentang Ormas menjadi Undang-Undang termasuk 

berbagai peraturan lain sebagai tindak lanjut dari 

kerangka kebijakan utama tersebut, secara konkrit 

mempertegas disposisi Flanagan dan Christens 

(2011) terkait posisi sentral pemuda dalam 

pembangunan masyarakat dengan bertumpu pada 

tindakan kolektif, kesadaran rasional, tanggung 

jawab dan rasa keadilan. Penelitian ilmiah berkenaan 

dengan pendidikan politik pada tahap kali kedua 

telah menempatkan pemuda dalam takhta tertinggi 

sebagai atraktor berbagai perubahan (Flanagan dan 

Sherrod, 2010) untuk mencapai taraf signifikansi 

keadilan sosial (Zeldin dkk., 2014), yang menjadi 

cerminan kepedulian terhadap masalah bersama 

(Flanagan dan Faison, 2001), yang tidak jarang 

dimunculkan dengan resistensi (Mokwena, 2007). 

Sampai dewasa ini, tujuan dari kerangka kebijakan 

kepemudaan untuk menempatkan kalangan pemuda 

dalam mimbar agung atraktor perubahan melalui 

peranan krusial sebagai kekuatan moral, kontrol 

sosial dan agen perubahan masih merupakan fiksi etis 

dari kebijakan, karena secara faktual taraf pencapaian 

IPP Kabupaten Cianjur cukup rendah dalam 

keseluruhan variabel dan indikator pengukuran 

(Hakim, Darmawan dan Anggraeni, 2022) yang 

menjadi representasi ketidaksetaraan pembangunan 

pemuda. 

Permasalahan ketidaksetaraan sebagai 

cakramanggilan yang telah melibatkan kalangan 

pemuda, tidak berbeda dengan situasi atmosfer yang 

ada di seluruh daerah termasuk Kabupaten Cianjur. 

Bahwa keseluruhan populasi pemuda mencapai lebih 

dari setengah juta dengan konfigurasi perbandingan 

gender 255 ribu perempuan dan 163 ribu laki-laki. 

Bahwa pencapaian rerata rentang masa pendidikan 

pada pemuda Kabupaten Cianjur memiliki kisaran 

9,10 tahun dengan 76,80% Angka Partisipasi Kasar 

(IPPI, 2019). Capaian rentang rerata masa pendidikan 

dan Angka Partisipasi Kasar ternyata berbanding 

sejalan dengan distribusi fasilitas pendidikan dan 

alokasi biaya pendidikan (Zuilkowski, Samanhudi 

dan Indriana, 2017), yang dalam konteks global juga 

terjadi pada kalangan kelas bawah pemuda Australia 

dengan hambatan dalam memperoleh aksesibilitas 

terhadap Perguruan Tinggi dengan titik kulminasi 

masalah terkonsentrasi pada krisis maskulinitas 

(Stahl dan Young, 2019). Masalah keterbatasan 

kemampuan finansial masih merupakan isu dalam 

praktik global yang menjadi restriksi impian pemuda 

bahkan membentuk prasangka implisit tidak akan 

terdapat probabilitas untuk menggapai impian 

tersebut di kalangan pemuda sendiri (Nilan dkk., 

2011). Kondisi demikian, akan sama destruktifnya 

dengan sistem kasta sebagai struktur sosial rigid dan 

konservatif, yang menjadi latar belakang prima dari 

kondisi kelemahkarsaan kalangan muda di India 

dalam kondisi infinitas kemiskinan lintas generasi 

(Singh dan Mukherjee, 2019) sebagai cermin kondisi 

sosial kultural yang sulit dirubah. 

Angka Kesakitan di Kabupaten Cianjur yang 

melibatkan generasi muda telah mencapai nilai 

9,38% yang jauh lebih tinggi dari proporsi dalam 

skala Provinsi dan Nasional dengan pencapain 7,68% 

dan 8,13% secara berurutan (IPPI, 2019). Situasi 

demikian kemudian diperburuk dengan persentase 

perokok aktif kalangan pemuda yang melebihi taraf 

nilai signifikansi pada skala pengukuran Provinsi dan 

Nasional yang masing-masing mencapai 31,61%, 

29,80% dan 26,34% (IPPI, 2019). Bahkan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Cianjur pada September 2019 

telah berhasil mencatat peningkatan 94 kasus baru 

positif HIV/AIDS (Republika, 2019) dengan 

mayoritas kasus homoseksual (Regional Kompas, 

2019) sebagai implikasi logis dari perilaku beresiko 

(Media Indonesia, 2021), yang mungkin tidak 

terakomodasi dalam metode partisipasi multi-fase 

(Moeliono, Anggal dan Piercy, 2016) melalui skema 

sistemik pendidikan seksual (Mulya, 2018). Sebagai 

indikator lain dari bidang kesehatan dan 

kesejahteraan, nilai persentase pengangguran 

kalangan pemuda masih cukup tinggi dengan kisaran 

23,78% yang berakar pada masalah kurikulum 

pendidikan dan soft skill yang tidak cukup sesuai 

tuntutan dunia kerja (IPPI, 2019), sehingga dewasa 

ini diperlukan pelembagaan perusahaan sosial dengan 

kurikulum pengembangan taraf keterampilan 

kewirausahaan (Fadeyi dkk., 2015) untuk 

mempersiapkan kehidupan kalangan pemuda yang 

lebih produktif. 

Implikasi globalisasi dan masyarakat 

informasi akan terlihat dalam trajektori perjalanan 

sejarah, namun menimbang terdapat perkembangan 

teknologi, ekonomi dan realitas sosial-politik, maka 

melalui perspektif yang jauh lebih moderat bahwa 

implikasi tersebut hanya merepresentasikan pengaruh 

dalam konteks tertentu (Krall dan Knapp, 2021). 

Berbagai bentuk pilihan dan standardisasi kehidupan 

merupakan bentuk realitas paradoks, karena berjalan 

bersinggungan dengan titik bifurkasi dari 

kesenjangan sosial dengan tingginya persentase 

kalangan pemuda yang tidak dapat memperoleh 

pekerjaan (Knapp dan Waechter, 2021). Keterbatasan 

lapangan kerja di Kabupaten Cianjur merupakan 

bagian dari kulminasi ketidaksetaraan struktural, 

namun masih lebih baik secara aksiologis 

dibandingkan kawasan Amerika Tengah, 

Desamparados dan Sayopago yang populer dengan 

eksklusi lapangan pekerjaan dan stigma kekerasan 

sebagai anteseden spesifik dari marginalisasi pemuda 

(Salas dan Sáinz, 2019). Dalam konteks dan kasus 
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tertentu, penyelenggaraan survei berkaitan lapangan 

pekerjaan selalu merepresentasikan bahwa 

perusahaan dan pekerja sangat memahami masalah 

kelas sosial yang berjalan bersimpangan. Sebagian 

mempunyai kekhawatiran mendasar tentang tingkat 

kesejahteraan pemuda, sementara pihak lain 

menempatkan isu-isu lapangan pekerjaan sebagai 

propaganda dalam menampilkan resistensi terhadap 

kemunculan kembali kelas pekerja. 

Di Kabupaten Cianjur, keterlibatan pemuda 

dalam memberikan pengawasan terhadap perilaku 

birokrasi sebagai salah satu bentuk indikator pada 

variabel bidang kepemimpinan dan partisipasi belum 

melembaga menjadi budaya demokrasi secara 

memadai, karena hanya mencapai taraf 10% 

(Hamirul dan Pratiwi, 2020). Sebagai sebuah 

probabilitas, bahwa rendahnya keterlibatan politik 

pemuda karena eksistensi kualifikasi partisipasi 

politik konservatif tidak cukup relevan dalam 

menyampaikan preferensi mereka. Atas dasar situasi 

tersebut, kalangan muda di Tunisia dan Mesir 

misalnya memutuskan untuk melakukan transformasi 

dengan membangun struktur utama arena politik 

melalui bermusik rap dan asosiasi sipil (García and 

Montijano, 2019). Sebagai kalangan marginal di 

Ekuador, pemuda telah menempatkan entitas seni 

sebagai representasi distingsi berkaitan situasi sosial 

yang berkonsentrasi pada pembaharuan ikatan sosial 

(Cerbino, Panchi dan Voirol, 2019). Atau bagaimana 

di Tiongkok, kalangan pemuda berhasil membentuk 

partisipasi individualitas berbasis transformasi digital 

sebagai arena partisipasi politik dengan konfigurasi 

terbarukan (Fu, 2019). Generasi muda Cianjur 

mempunyai kecenderungan untuk tidak terlibat lebih 

jauh dalam realitas politik, yang secara normatif jauh 

berbeda dengan pemuda Fiji dengan militansi 

mumpuni, sehingga berani mengambil keputusan 

mengajukan permohonan terkait perubahan konstitusi 

keempat (Vakaoti, 2019). 

Melalui kajian perbandingan di sembilan 

negara Eropa bahwa sosialisasi tetap menjadi 

tumpuan dari keterlibatan politik kalangan muda di 

tengah ketidaksetaraan dan kesenjangan yang 

semakin terbuka (Giugni dan Grasso, 2021). Pada 

saat yang sama, latar belakang keluarga, pendidikan 

dan sumber daya yang berhubungan erat dengan 

keadilan sosial dalam mekanisme ekonomi dan 

mobilitas sosial sampai saat ini menjadi variabel 

distingsi dari keterlibatan pemuda dalam realitas 

politik (Kiess, 2021) yang terus menuai problematika 

krusial di negara Jerman. Determinasi secara 

individualitas cukup fundamen dalam melakukan 

penyelidikan signifikansi holistik masalah partisipasi 

dan ketidaksetaraan pemuda di Yunani, bahwa 

kondisi ekonomi secara kontekstual mempengaruhi 

mobilisasi kalangan muda yang heterogen dalam 

memperjuangkan hak mereka melalui partisipasi 

politik yang belum dilembagakan (Kalogeraki, 2021). 

Untuk menjamin keterlibatan politik melalui kualitas 

repertoar perilaku dalam skala lebih luas, di Swiss 

misalnya bahwa kompleksitas pada sistem politik 

harus diimbangi dengan pelembagaan budaya 

pengembangan keterampilan, pengetahuan dan 

sumber daya, yang berimplikasi menjanjikan 

terhadap partisipasi politik generasi muda (Holecz, 

Fernández dan Giugni, 2021). 

Dalam ranah diskriminasi dan gender, 

kalangan muda perempuan yang belum menikah pada 

rentang usia 15 tahun lebih di Kabupaten Cianjur 

bahkan dipandang tidak sesuai dengan adat istiadat, 

sehingga memperoleh label sebagai ‘perawan tua’ 

(IPPI, 2019). Persentase perempuan dengan rentang 

usia 16 sampai 24 tahun yang tengah menjalani masa 

pendidikan hanya berkisar 20,90%, sementara yang 

berhasil mendapatkan kesempatan bekerja pada 

bidang formal tidak lebih dari nilai 13,37% (IPPI, 

2019). Permasalahan diskriminasi dan gender di 

belahan dunia selatan masih lebih baik secara 

substantif dibandingkan dengan di Kabupaten 

Cianjur. Di negara Meksiko dan Amerika Latin 

misalnya, kalangan muda perempuan 

mempergunakan seni musik sebagai profesi dalam 

menunjukan diskursus feminisme dalam korelasi 

dengan kesetaraan gender yang direstriksi langsung 

struktur sosial (Alcazar, 2019) sebagai pemberdayaan 

serta perluasan ruang gerak konvensional (Karupiah, 

2019). Kontinuitas antagonisme sosial-politik, 

eksklusivitas lapangan kerja dan konstelasi 

pendidikan dengan aksesibilitas terbatas merupakan 

akar permasalahan kesetaraan gender yang 

berimplikasi signifikan terhadap kalangan muda 

dalam konteks realitas perkembangan sosial (Bottrell 

dan Pessoa, 2019) terkait kualifikasi dan signifikansi 

yang bersifat personal, seperti situasi pemuda pasca 

konflik di Delta Niger (Iwilade, 2019). 

Terdapat banyak generasi muda dalam praktik 

global mendapatkan perlakuan diskriminatif berbasis 

rasial (Kubiliene, 2014), yang berdampak langsung 

terhadap mental dan perilaku anti sosial (Tobler dkk., 

2012). Di Kabupaten Cianjur masalah diskriminasi 

terhadap perempuan memiliki trajektori jalinan 

korelasi positif dengan budaya patriarki (IPPI, 2019). 

Kondisi demikian, juga terdapat dalam literatur Barat 

konvensional yang terinspirasi pandangan teologis 

bahwa Hawa merupakan entitas yang paling bersalah 

dibalik dosa yang dilakukan Adam terhadap Tuhan 

yang Maha Kuasa. Perkembangan feminisme sebagai 

perjuangan untuk mencapai titik tertinggi kesetaraan 

gender mendapatkan resistensi terbuka dari 

pendekatan interpretasi rigid terhadap dogma agama 

(Henderson dan McManus, 1985). Penggunaan 

terminologi Father dan The Son God yang secara 

umum dipercaya oleh masyarakat Barat, justru 

mendorong kelahiran kultus kepercayaan bahwa 

kalangan pria merupakan kualitas cerminan dari 

kepribadian Tuhan (Long, 2000). Bahwa keberadaan 

pria dipandang sebagai eksistensi mutlak tanpa celah 

otoritas dengan kedudukan sangat terhormat dalam 

kehidupan (Daly, 1973), sementara keberadaan 

perempuan sendiri tidak lain merupakan konfigurasi 
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dari kehendak bebas secara brutal kaum pria sebagai 

situasi konservatif yang sulit untuk dirubah. 

Diametral tajam antara akumulasi pencapaian 

kebijakan kepemudaan dengan IPP Kabupaten 

Cianjur yang masih rendah dengan tujuan kebijakan 

yang menuntut kalangan pemuda sebagai akselerator 

cakramanggilangan perubahan, akan menjadi 

permasalahan kompleks di masa mendatang. Dengan 

asumsi dasar bahwa trajektori perubahan indikator 

IPP Kabupaten Cianjur berjalan secara linier dengan 

nilai IPPI dengan regularitas pertumbuhan relatif 

stagnan, secara teoritik Pemerintah Cianjur akan 

semakin terbebani untuk berhadapan dengan 

implikasi dari era disrupsi seperti ingsutan 

kepercayaan, masalah dalam keluarga dan 

peningkatan tindak kriminalitas (Fukuyama, 2004; 

2010; 2016) sebagai anteseden rasional peningkatan 

rasio bebas ketergantungan (Muhaemin, 2021) 

terutama pada kulminasi dari bonus demografis 

(Hakim, 2022). Dengan mempertimbangkan masalah 

demikian, sebagai bentuk dari kebaharuan penelitian 

harus diselenggarakan penyelidikan ilmiah terkait 

konstruksi mendasar dari masalah implementasi 

kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur 

bertumpu pada pendekatan behavioralisme dan neo-

institusionalisme. Secara lebih spesifik, penelitian 

akan terkonsentrasi pada persepsi distingtif kalangan 

pemuda di Kabupaten Cianjur terhadap kerangka 

kebijakan kepemudaan nasional dan praktik global, 

tingkat kohesivitas dari skema implementasi dengan 

prosedur kebijakan dan akomodasi proyeksi potensi 

masalah kepemudaan termasuk peran dari institusi 

baik dalam mengupayakan kohesivitas implementasi, 

menghadapi hambatan pada tahap implementasi 

maupun membangun desain holistik evaluasi 

kebijakan kepemudaan yang dalam praktik global 

dapat diverifikasi. 

Dalam perspektif Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) bahwa konstruksi dari 

diametral antara pencapaian IPP Kabupaten Cianjur 

yang rendah dan tujuan utama kerangka kebijakan 

kepemudaan yang akan menempatkan pemuda 

sebagai atraktor perubahan, secara teoritik dapat 

diidentifikasi melalui penyelidikan pengembangan 

jalinan modal sosial antara kelompok sasaran dan 

implementor kebijakan. Interaksi dan interdependensi 

pada rentang waktu tertentu dalam masyarakat secara 

alamiah membentuk struktur modal sosial (Lake dan 

Huckfeldt, 1998) sebagai kepercayaan, pengetahuan 

jaringan sosial dan norma yang memungkinkan 

probabilitas kerjasama (Kahne, Chi dan Middaugh, 

2006) dalam masalah politik kewarganegaraan 

(Zhong, 2014; Kim, 2005; Zhang dan Chia, 2006; 

Fahmy, 2015). Sebagai salah satu entitas pendidikan, 

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjalankan 

peran krusial bidang pendidikan dalam penguatan 

jaringan modal sosial dengan akselerasi prima 

(Algan, Cahuc dan Shleifer, 2013) dan proyeksi 

keterlibatan dalam sosial-politik (Helliwel dan 

Putnam, 1999), yang ditentukan oleh tingkat 

signifikansi peran media informasi (Uslaner, 1998) 

baik internet (Kim, 2006) maupun media sosial 

(Ferucci, Hopp dan Vargo, 2019). Kerangka 

signifikansi dalam tahapan pengembangan jaringan 

modal sosial sebagai representasi implementasi 

kebijakan kepemudaan, secara lebih prima dapat 

dikaji melalui pendekatan neo-institusionalisme dan 

behavioralisme. 

Dalam pendekatan behavioralisme bahwa 

konstruksi dasar dari permasalahan implementasi 

kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur akan 

berkaitan dengan persepsi pemuda terhadap kerangka 

kebijakan sebagai bentuk diskursus penunjang atau 

penghalang kinerja implementasi kebijakan. Oleh 

karena itu, konstruksi dasar masalah implementasi 

secara normatif tidak menutup probabilitas dapat 

ditentukan oleh tingkatan antusiasme dan keinginan 

keterlibatan dalam pelayanan kepemudaan termasuk 

bagaimana kalangan pemuda telah dikonstruksikan 

ke dalam inklusivitas jaringan kebijakan 

kepemudaan. Bagaimanapun juga, keberadaan 

prasangka secara implisit dan diskriminasi sekalipun 

secara praktik berdasarkan pada gagasan usang yang 

terlihat konvensional, ternyata dapat menghadirkan 

implikasi krusial terhadap implementasi kebijakan 

(Hardin dan Banaji, 2013). Bahwa tingkat antusiasme 

serta keinginan keterlibatan pemuda dalam pelayanan 

kepemudaan akan memiliki ruang trajektori yang 

berjalan linier dengan nilai, identitas serta motivasi 

sosial, keadilan prosedural dan jalinan kepercayaan 

yang terdapat pada kerangka kebijakan sendiri. 

Melalui motivasi perilaku kooperatif demikian dapat 

dilakukan proyeksi berkaitan probabilitas keterlibatan 

dalam kebijakan dengan pemetaan karakteristik 

psikologi kerja sama (Tyler, 2013), distorsi dalam 

interaksi (Shelton, Richeson dan Dovidio, 2013) dan 

distorsi dalam konteks gender (Fiske dan Krieger, 

2013). 

Operasionalisasi distingsi pendekatan 

behavioralisme dalam aplikasi analisis kebijakan 

publik adalah Policy Network Analysis (PNA) dengan 

konsentrasi khusus terkait perangkat kebijakan dan 

sejumlah informasi valid yang dipergunakan dalam 

peningkatan kualitas keputusan sebagai respons 

terhadap berbagai kritikan (Howlet dan Mukherjee, 

2018). Untuk menjamin akselerasi dalam perbaikan 

konteks sebuah keputusan, maka terdapat 

penyelidikan konfigurasi aktor yang terlibat dalam 

jaring kebijakan baik sektoral internal pemerintahan 

secara hirarkis maupun sektor swasta  (Mikkelsen, 

2006) sebagai pendekatan analisis aktor yang harus 

direstriksi melalui manajemen proses (De Bruijn dan 

Heuvelhof, 2002). Kerangka dimensi ideasional 

dalam jaringan kebijakan sebagai preferensi akan 

meningkatkan signifikansi krusial dari analisis 

jaringan kebijakan dengan konsentrasi terhadap 

preferensi, yang dalam studi Berman (1998) 

merupakan konsepsi keyakinan terprogram. Sehingga 

analisis tersebut melampaui ruang konsepsionis 

jaringan sebagai intermediasi kepentingan dari Marsh 
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dan Rhodes (1992) yang bertumpu pada keberadaan 

agensi dan struktur pilihan rasionalitas dari Dowding 

(2001) yang tidak harus menjadi perangkat retoris 

(March dan Smith, 2000) dan ideologi dari 

pergeseran arah paradigma (Hay, 2004). Karena itu, 

ide tertentu dari aktor dalam analisis jaringan akan 

diperlakukan sebagai variabel bebas, sementara 

jaringan serta hasil kebijakan merupakan bentuk 

variabel intervensi dan dependen (Kisby, 2007). 

Dalam pelaksanaan kebijakan kepemudaan 

bahwa analisis jaringan kebijakan akan memberikan 

konsentrasi terkait bagaimana pemuda sebagai 

kelompok sasaran kebijakan ditempatkan dalam 

jaringan kebijakan secara inklusif, kepentingan setiap 

implementor, formasi implementor termasuk 

berbagai bentuk regulasi hukum yang yang mengatur 

perilaku dalam arena tindakan. Pada lain sisi, 

kerangka kerja koalisi dan advokasi sebagai formasi 

model lain berbasis behavioralisme (Gil-Garcia dkk., 

2017), yang secara spesifik diformulasikan dalam 

melakukan pemecahan berbagai masalah dengan 

taraf kompleksitas tinggi (Sabatier dan Jenkins-

Smith, 1993; 1999; 1983). Ketika tidak terdapat 

konsensus terkait tindakan berbasis kolektivitas 

karena diferensiasi terbuka spektrum preferensi serta 

perubahan kebijakan antara berbagai pihak, maka 

pendekatan tersebut dapat diterapkan sebagai 

rekonsiliasi pertentangan  (Hoppe dan Peterse, 1993), 

yang dalam analisis kebijakan publik secara ilmiah 

telah merepresentasikan signifikansi cukup krusial 

(John, 2003; Schlager, 1995; Schlager dan 

Blomquist, 1996), seperti dalam bidang kebijakan 

terkait energi dan lingkungan (Weible dan Sabatier, 

2007). Dalam penerapan kerangka kerja koalisi dan 

advokasi terdapat sejumlah komponen yang harus 

dikalkulasikan jauh lebih seksama seperti parameter 

dengan stabilitas yang konsisten, subsistem 

kebijakan, sistem keyakinan, koalisi advokasi, 

perantara kebijakan, sumber daya, tempat, 

mekanisme perubahan kebijakan berbasis bukti 

ilmiah, kebuntuan kebijakan termasuk peristiwa 

eksternal (Sabatier dan Pelkey, 1990; Sabatier, 

Hunter dan McLughlin; 1993). 

Dalam perspektif lain, bahwa keberadaan 

institusi sebagai bagian dari struktur yang 

mempengaruhi artikulasi serta konfigurasi tindakan 

masyarakat secara umum dengan signifikansi dan 

implikasi yang ada sedari zaman Aristoteles telah 

menjadi subjek penyelidikan. Para sarjana pada 

bidang ilmu politik dalam kontek yang lebih moderat 

sedari lama telah memberikan perhatian mendalam 

terhadap peran penting suatu institusi politik dalam 

hubungan korelasinya dengan garis utama dari 

struktur dan artikulasi utama perilaku yang lebih 

berjalan beririsan bersama berbagai tujuan kolektif 

(Peters, 2012) karena memberikan implikasi dalam 

konteks situasi tertentu (Thelen, 1999). Eksistensi 

kekuatan dari institusi baik secara formal (Senge, 

2013) seperti kebijakan, regulasi konstitusi dan 

hukum (March dan Olsen, 2005) maupun secara 

informal seperti transparansi, kesadaran politik, 

akuntabilitas dan partisipasi (Sewell, 1992) 

merupakan regional magnetis dari penyelidikan 

berbasis pendekatan  neo-institusionalisme. Bahwa 

kualitas ekuivalensi antara taraf signifikansi institusi 

dalam menentukan pemilihan alternatif tindakan 

untuk mencapai preferensi tertentu akan berbanding 

lurus dengan pelembagaan kekuatan institusi tersebut 

(March dan Olsen, 1983) dalam membangun desain 

guidelines dan constraints tanpa celah yang 

diberlakukan taat asas pada arena pilihan (Laumann 

dan Knocke, 1987; Di Maggio dan Powell, 1991; 

Skocpol, 1996). 

Peran suatu institusi secara krusial akan 

menuntun perilaku pihak yang terkait dalam arena 

tindakan berbasis konsensus, bahkan pemilihan 

kebijakan yang paling dipandang rasional dalam 

pertimbangan pemangku kebijakan, sehingga 

keberadaan institusi menjadi atraktor dari 

penyusunan kebijakan publik (Peters, 1979). Dengan 

mempertimbangkan hal demikian, pencapaian IPP 

yang masih rendah di Kabupaten Cianjur sendiri 

secara hipotetik berdasarkan pendekatan neo-

institusionalisme akan terkonsentrasi pada kegagalan 

institusi dalam menjalankan peran dalam korelasinya 

dengan guidelines dan constraints terkait penentuan 

pilihan tindakan dan keputusan dari implementor 

kebijakan baik Disparpora, Karang Taruna 

Kabupaten, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 

Cianjur, DPD KNPI maupun pemerintah desa pada 

arena tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa 

pemilihan tindakan terkait program pelayanan 

kepemudaan yang akan direalisasikan implementor 

kebijakan dan secara substantif tidak sesuai dengan 

kerangka kebijakan, menjadi bentuk kegagalan besar 

institusi yang tidak jarang ditampilkan melalui 

samaran kontinum pembenaran dari diskursus 

penghambat kebijakan seperti fisibilitas politik 

(Galston, 2009), masalah keterbatasan anggaran 

(Quiggin, 2009) dan kelembagaan sendiri (Immergut, 

2009). Peran dari institusi terkait upaya memberikan 

batasan dan arahan dalam pemilihan keputusan pada 

arena tindakan termasuk pemilihan desain evaluasi 

kebijakan, dapat ditindaklanjuti secara lebih 

kompleks melalui analisis perkembangan 

kelembagaan dengan berbasis pendekatan neo-

institusionalisme. 

Analisis perkembangan kelembagaan 

dipergunakan dalam melakukan prosesi penyelidikan 

terhadap konfigurasi perilaku pihak yang terlibat 

dalam suatu jaringan kebijakan, yang secara langsung 

ditentukan ragam kekuatan institusi sendiri seperti 

sumber daya finansial, lingkungan fisik dan sejumlah 

pengaturan kelembagaan lain (Ostrom, 2011; 2015). 

Bahwa ruang konfigurasi dari perilaku dan interaksi 

di antara sejumlah pihak dalam korelasinya dengan 

kekuatan eksternal yang sebagai kualitas pengaturan, 

secara otomatis akan membangun arena tindakan 

yang secara mumpuni akan mencerminkan proyeksi 

tentang berbagai probabilitas pencapaian perjuangan 



E.ISSN.2614-6061           DOI:  10.37081/ed.v11i1.4527 

P.ISSN.2527-4295                        Vol.11 No.1 Edisi Januari 2023, pp.384-402 

Jurnal Education and development  Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 389 

 

preferensi sebagai pilihan tindakan yang memang 

dimungkinkan. Kebijakan publik dalam perspektif 

analisis perkembangan kelembagaan tidak lain 

sebagai formulasi dari keputusan yang mencapai taraf 

signifikansi konsensus politis, sehingga bentuk 

konsentrasi dari analisis perkembangan kelembagaan 

terkait dengan aspek regulasi hukum yang 

diberlakukan secara taat asas. Dalam penelitian ini, 

model yang lebih fleksibel serta distingtif seperti 

institusionalisme pilihan rasional, institusionalisme 

sosiologis termasuk institusionalisme historis 

(Clemens dan Cooks, 1999), secara normatif akan 

dipergunakan sebagai pendekatan untuk 

melaksanakan penyelidikan terhadap sejumlah 

komponen analisis perkembangan kelembagaan. 

Sekalipun kemunculan institusionalisme 

sosiologis terkait dengan kelemahan mendasar pada 

institusionalisme pilihan rasional (Lecours, 2005), 

namun demikian analisis dan falsifikasi dalam 

institusionalisme sosiologis bercorak konstruktivisme 

(Lasan, 2014) yang sebelum tahun 1970-an masih 

berbentuk abstraksi dari berbagai realitas secara 

distingtif (Jacobi, 2011). Keberadaan institusi dalam 

sudut pandang institusionalisme sosiologis 

merupakan struktur signifikansi sosial yang akan 

terus secara dinamis mengalami perubahan dengan 

karakteristik otonomi dalam korelasi dengan 

perubahan perilaku (Zafirovski, 2004). Realitas sosial 

tidak hanya berkaitan dengan arena tindakan dan 

hubungan interaktif belaka, lebih dari itu sebagai 

entitas ruang dimensi kultural yang secara informal 

memberikan pengaturan terkait dengan korelasi di 

antara pihak dalam arena tersebut (Buhari-Gulmez, 

2010). Bahwa proses perubahan sosial bagaimanapun 

juga dimulai dengan pelembagaan nilai sosial yang 

terdapat dalam masyarakat yang bertumpu pada 

kekuatan formal (Santoso, 2013). Pendekatan 

institusionalisme sosiologis dalam konteks pelayanan 

kepemudaan ini, diterapkan untuk melakukan 

penyelidikan terhadap atribut komunitas dan 

sejumlah aturan informal (Ostrom, 2010) yang 

dipergunakan. Bentuk atribut komunitas pada 

penelitian akan merujuk pada kualitas kepercayaan, 

sementara aturan informal akan berorientasi pada 

pilar budaya seperti Ngaos, Mamaos dan Maenpo. 

Perang Dingin pada akhir tahun 1960-an 

menjadi titian tangga perkembangan 

institusionalisme pilihan rasional (Peters, 2012) yang 

ditandakan dengan sejumlah persaingan tajam dalam 

pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan 

(Putra dan Sanusi, 2019) dengan seluruh subjek 

penelitian terdapat pada level mikro, sehingga 

menghadirkan titian bifurkasi dari perkembangan 

pilihan rasional dan behaviorisme dewasa itu dalam 

kajian ilmu sosial-politik (Bybee, 1997). Bahwa 

institusionalisme pilihan rasional hadir dengan 

paradigma bahwa perilaku seseorang akan 

bergantung pada signifikansi kepentingan sebagai 

preferensi yang harus diperjuangkan, karena pilihan 

rasional akan memuat kerangka intensionalitas 

(Weyland, 2002). Posisi dari institusi dalam 

memberikan pengaturan tentang perilaku aktor 

menjadi kebaharuan yang sengaja dimunculkan, 

karena institusi sendiri mempunyai peran yang 

memang sentral dalam penyusunan kebijakan dengan 

mengakomodasi seluruh kepentingan (Ivanica, 2006). 

Pengambilan keputusan dalam perspektif 

institusionalisme pilihan rasional dibangun berdasar 

pada kalkulasi cermat terkait berbagai probabilitas 

yang mungkin ada dengan mempertimbangkan 

konfigurasi potensi yang ada (Ingram dan Clay, 

2000). Pada penelitin ini, institusionalisme pilihan 

rasional diterapkan untuk memberikan penyelidikan 

tentang sejumlah komponen dari analisis 

perkembangan kelembagaan seperti lingkungan 

biofisik, regulasi, kejadian eksternal, kondisi aksi 

dalam subsistem kebijakan (Ostrom, 2010). 

Kathelen Thelen pada tahun 1994 telah 

memperkuat konstruksi dari institusionalisme historis 

(Mahoney, 2017; Bleich, 2017) yang memberikan 

arah penekanan terhadap institusi tidak hanya 

memperbincangkan regulasi, melainkan juga tentang 

kebiasaan, standar moralitas, norma dan ide (Skocpol 

dan Pierson, 2002; Sorenson, 2015). Ketika 

pelembagaan institusi dalam sudut kajian 

institusionalisme sosiologis akan menghadirkan 

format nilai dan identitas tertentu, maka pelembagaan 

kekuatan institusi dalam perspektif institusionalisme 

historis akan selalu hadir dalam ranah samaran 

kontinum dengan koherensi terhadap tekanan waktu 

dan ruang. Eksistensi institusi dan arena tindakan 

berbasis konsensus yang ada pada kurun waktu 

dewasa ini merupakan bingkai konfigurasi dari 

kulminasi perkembangan di masa terdahulu. Dalam 

konteks studi pelayanan kepemudaan dalam 

penelitian ini, bahwa institusionalisme historis 

dipergunakan dalam menganalisis taraf 

perkembangan kebijakan kepemudaan dengan 

parameter displacement, layering, drift dan 

convention. Selain itu, institusionalisme historis juga 

akan diterapkan untuk melakukan penyelidikan 

holistik berkaitan jalur kelaziman, trajektori waktu, 

conjuncture dan persebaran ide pada institusi yang 

mempunyai kewenangan dalam pelayanan 

kepemudaan selama satu dekade terakhir. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Secara umum, bahwa desain dari penelitian 

yang melakukan integrasi antara teori berbasis pada 

behavioralisme dan neo-institusionalisme ini 

menerapkan model Concurrent Fembbed dengan 

melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara 

bersamaan. Bentuk pendekatan dalam penelitian ini 

didominasi secara penuh oleh pendekatan kualitatif, 

karena pendekatan kuantitatif terbatas pada 

kuantifikasi data kualitatif dalam bentuk persentase, 

penentuan besaran sampel dengan rumus Slovin dan 

taraf signifikansi yang dipergunakan sekitar 95%. 

Dengan demikian, penelitian ini akan 

mempergunakan pendekatan kombinasi sebagai 
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kerangka gabungan antara penelitian kualitatif dan 

kuantitatif, yang jauh lebih familiar dengan Mixed 

Methods Research (Creswell dan Clark, 2007) 

ataupun Blending Research (Thomas,  2003). Bahwa 

pendekatan gabungan dibangun melalui paradigma 

inkuiri untuk melakukan identifikasi terkait trajektori 

jalur dalam mengumpulkan dan menganalisis 

berbagai data secara relevan. Pendekatan tersebut 

dipilih dengan mempertimbangkan alasan bahwa 

penerapan dua pendekatan dengan karakteristik titik 

tilik yang jauh berbeda, akan lebih holistik serta 

realistik dalam menunjukan hasil penelitian 

(Creswell dan Clark, 2007), selain pertimbangan 

rumusan masalah penelitian yang tidak mungkin 

dieksplorasi dengan pendekatan tunggal. 

Bahwa rumusan masalah terkait persepsi 

kalangan pemuda terhadap program pelayanan 

kepemudaan baik dalam kerangka kebijakan nasional 

maupun pelayanan berbasis pendekatan Organisasi 4-

H, termasuk pelaksanaan pelayanan kepemudaan 

dalam konteks pemerintah desa akan ditindaklanjuti 

dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. 

Pendekatan tersebut dipilih dengan 

mempertimbangkan hal yang terkait jumlah populasi 

penelitian yang terlalu besar untuk dieksplorasi 

secara mendalam melalui teknik pengumpulan data 

berbasis pendekatan kualitatif. Jumlah populasi 

pemuda di Kabupaten Cianjur dengan kualifikasi usia 

15 sampai 29 tahun berdasarkan publikasi Cianjur 

dalam Angka tahun 2021 mencapai 575.450 pemuda, 

yang tersebar di 360 pemerintahan Desa/Kelurahan 

dalam 32 wilayah administrasi Kecamatan. Dengan 

menerapkan rumus Slovin dalam menentukan 

besaran sampel dan mempergunakan taraf 

signifikansi 95%, maka besaran sampel terkait 

kalangan pemuda berkisar 400 orang dan 190 

pemerintah Desa/Kelurahan. Untuk menjamin 

probabilitas dan kualitas dari sampel yang 

merepresentasikan karakteristik distingsi populasi, 

besaran sampel untuk kalangan pemuda paling tidak 

berjumlah tiga orang dari setiap enam pemerintah 

Desa/Kelurahan di setiap 32 Kecamatan yang 

berbeda. Adapun teknik dalam penarikan sampel 

sendiri, hanya dapat dimungkinkan melalui sampel 

probabilitas secara acak, karena instrumen dari survei 

dalam format Google Form disebarkan melalui 

Group WhatsApp Kepala Desa se-Kabupaten Cianjur. 

Rumusan masalah kali kedua berkenaan 

dengan kualitas trajektori kohesivitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepemudaan baik dengan 

kerangka kebijakan itu sendiri maupun program 

pembangunan kepemudaan berbasiskan penguatan 

modal sosial dalam praktik global, termasuk 

penanganan potensi masalah kepemudaan di masa 

mendatang, akan dieksplorasi secara mendalam 

dengan pendekatan kualitatif melalui studi 

implementasi kebijakan. Adapun rumusan masalah 

kali ketiga tentang peran krusial institusi dalam 

memberikan arahan dan batasan dalam pemilihan 

arah tindakan dari implementor kebijakan 

kepemudaan baik pemerintah Desa, Gerakan 

Pramuka Kwartir Cabang Cianjur, DPD KNPI 

Cianjur, Karang Taruna Kabupaten Cianjur maupun 

Disparpora dalam mengupayakan kohesivitas 

berbagai pelayanan kepemudaan sesuai kerangka 

kebijakan, mengantisipasi sejumlah hambatan dalam 

tahapan implementasi termasuk membangun desain 

evaluasi kebijakan yang dapat difalsifikasi, secara 

holistik akan dilakukan proses penyelidikan dengan 

pendekatan kualitatif melalui analisis perkembangan 

kelembagaan dan studi evaluasi kebijakan. berbagai 

informasi krusial yang diperoleh dari kalangan 

pemuda serta implementor kebijakan pelayanan 

kepemudaan, akan dikonfirmasikan secara detail 

terhadap para pakar sebagai bagian dari penerapan 

triangulasi sumber, selain triangulasi berkaitan teknik 

pengumpulan data seperti survei, studi dokumentasi 

atau observasi dan yang paling utama adalah 

wawancara terstruktur. 

 

3. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persepsi dan Faktualitas Keterlibatan 

Pemuda 

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, maka 

besaran sampel dari pemerintah Desa di Kabupaten 

Cianjur dengan taraf signifikansi mencapai 95% akan 

menuntut keterlibatan 190 Kepala Desa yang tersebar 

secara proporsional di seluruh wilayah. Dengan 

mempertimbangkan wilayah administrasi Kabupaten 

Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan, secara otomatis 

dalam setiap Kecamatan paling tidak haruslah 

terdapat enam Kepala Desa yang terlibat aktif dalam 

penelitian melalui pengisian instrumen survei. Pada 

tanggal 27 April 2022 bahwa instrumen survei telah 

disebarkan secara langsung melalui Group WhatsApp 

dari 150 Kepala Desa Kabupaten Cianjur, yang 

sampai tanggal 1 Juni 2020 tidak menghasilkan 

informasi apapun. Rendahnya taraf signifikansi 

respons dan keterlibatan Kepala Desa Kabupaten 

Cianjur dalam proses penelitian sebagai sebuah 

probabilitas akan terkait dengan permasalahan teknis 

dan kompleksitas dari instrumentasi penelitian. Pada 

tanggal 2 Juni, kerangka instrumen penelitian 

berbasis survei dirubah dengan instrumen wawancara 

via telepon dengan cakupan partisipan dan ruang 

kompleksitas masalah yang lebih dipersempit secara 

kontekstual. Sekalipun demikian, informasi yang 

diperoleh melalui instrumen baru demikian ternyata 

jauh dari kualifikasi memadai karena kuantifikasi 

data kualitatif menunjukan taraf signifikansi berkisar 

33%, sehingga secara ilmiah tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan sebagai hasil penelitian 

dengan tingkat kredibilitas cukup memadai. 

Dengan mempertimbangkan faktualitas di 

lapangan bahwa proses penyebaran instrumentasi 

survei yang tidak sesuai dengan perhitungan awal 

yang mensyaratkan besaran sampel kalangan pemuda 

mencapai 400 orang dan hanya 193 pemuda yang 

terlibat dalam penelitian, maka sebagai implikasi 

rasional dari perihal tersebut akan berpengaruh 
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terhadap taraf signifikansi penelitian dengan batas 

toleransi kesalahan menembus 7,19%, lebih besar 

dari ketentuan semula. Berdasarkan hasil penyebaran 

instrumen survei dapat dilakukan penarikan 

kesimpulan sebagai proses generalisasi bahwa 

kalangan pemuda yang terlibat dalam penelitian ini, 

pada umumnya memang mempunyai tingkat 

antusiasme dan keinginan keterlibatan yang besar 

baik terhadap program pelayanan kepemudaan yang 

terdapat dalam kerangka kebijakan nasional maupun 

program pembangunan pemuda berbasis pada 

pendekatan Organisasi 4-H. Persepsi konstruktif 

pemuda tersebut mencerminkan bahwa tidak terdapat 

indikator yang secara holistik memberikan ilustrasi 

terkait keberadaan prasangka implisit dan perasaan 

diskriminasi dengan berdasarkan gagasan usang 

konvensional yang dapat berimplikasi terhadap 

implementasi kebijakan (Hardin dan Banaji, 2013), 

sekalipun terdapat kecenderungan signifikan 

menimbulkan distorsi dalam hal psikologi kerja sama 

(Tyler, 2013), distorsi dalam interaksi (Shelton, 

Richeson dan Dovidio, 2013) dan distorsi dalam 

konteks gender (Fiske dan Krieger, 2013) yang 

ditemukan dalam trajektori skema implementasi 

kebijakan kepemudaan.  

Sekalipun demikian, tingkat antusiasme dan 

keinginan keterlibatan kalangan pemuda dalam 

pelayanan kepemudaan sebagai pemetaan orientasi 

nilai merupakan fenomena sosial yang bahkan sangat 

amorphis dengan garis utama dari struktur dan  

artikulasi yang gampang mengalami berbagai 

perubahan secara mendasar, sehingga menampilkan 

signifikansinya berdasarkan kerangka interpretasi 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, Duverger (2014) 

memberikan penegasan bahwa analisis berkaitan 

orientasi nilai dapat mempunyai probabilitas 

menghadirkan distorsi secara objektif dalam taraf 

signifikansi tertentu. Persepsi pemuda sebagai bentuk 

kuantifikasi data kualitatif dalam bentuk persentase 

tidak mungkin secara akurat akan mencerminkan 

sistem nilai dari kalangan pemuda sendiri, karena 

secara natural tidak akan muncul melalui samaran 

kontinum yang deterministik dan matematis. Bahwa 

orientasi nilai seperti setuju dan tidak setuju tidak 

mempunyai jaminan akan termanifestasikan ke dalam 

perilaku secara penuh, karena orientasi nilai akan 

menentukan situasi paling akhir terkait pemilihan 

tindakan secara keseluruhan. Ketika behavioralisme 

menilai perubahan dalam masyarakat hanya 

dipengaruhi oleh perilaku secara tunggal, maka 

seorang fenomenolog akan memutuskan melakukan 

penyelidikan terhadap perilaku demikian sebagai 

objek etnografis dengan signifikansi dan implikasi 

yang hierarkis, sehingga kajian yang secara faktual 

hanya terbatas permukaan orientasi nilai seperti 

survei tidak akan memberikan probabilitas yang luas 

dalam mengeksplorasi lapisan signifikansi yang lebih 

mendalam. 

Signifikansi dari persepsi kalangan pemuda 

Cianjur sebagai generalisasi yang dibangun 

berdasarkan kerangka analisis induktif dapat 

mempunyai kecenderungan signifikan untuk 

berorientasi kepada artikulasi signifikansi yang telah 

dimaksudkan secara tersamar melalui kualifikasi 

tertentu dalam instrumen survei, sehingga akan 

terdapat probabilitas lain dengan hasil generalisasi 

berbeda ketika terdapat bentuk kualifikasi berbeda 

pada pertanyaan dan jawaban survei. Terlepas dari 

hal tersebut, secara umum pemuda di Kabupaten 

Cianjur tidak pernah terlibat sekalipun dalam 

program penyadaran, pemberdayaan dan 

pengembangan baik dalam kerangka kerja 

Disparpora Cianjur, DPD KNPI Cianjur, Karang 

Taruna Cianjur, Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur 

maupun pemerintah Desa yang dinilai juga tidak 

turut serta secara aktif dalam menunjang 

perkembangan pemuda. Sebagian besar pemuda juga 

tidak pernah terlibat dalam program pasca sekolah, 

komunitas yang sehat, mobilisasi dari orang dewasa 

dan kewirausahaan baik sosial maupun politik 

sebagai program yang terintegrasi untuk 

mengembangkan kompetensi, karakteristik, 

kreativitas, koneksi, kepercayaan diri, kepedulian dan 

kontribusi pemuda terhadap lingkungan. 

Sekalipun pemuda di Kabupaten Cianjur 

sebagian besar melaporkan terdapat banyak masalah 

kepemudaan yang mengarah pada kejahatan dan 

kenakalan remaja misalnya tindak kekerasan, 

penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika, 

konsumsi minuman beralkohol dan nikotin, perilaku 

seks bebas berbahaya dan perjudian yang bersifat 

patologis, namun secara umum hubungan serta 

komunikasi dengan anggota keluarga masih sangat 

baik, tidak terdapat indikator penurunan terkait 

fertilitas dan telah mempunyai perencanaan untuk 

masa tua nanti. Bahwa sebagian besar pemuda juga 

masih mempunyai tingkat kepercayaan sebagai 

kebajikan sosial baik terhadap teman sebaya, orang 

dewasa, pemimpin masyarakat maupun pemerintahan 

dewasa ini. Terlebih lagi kalangan pemuda masih 

mencerminkan kecenderungan signifikan untuk 

memberikan kepercayaan terhadap kerangka 

kebijakan kepemudaan, formasi implementor 

kebijakan kepemudaan dan kepentingan dari setiap 

implementor akan berkorespondensi positif dalam 

menunjang perkembangan pemuda menjadi pribadi 

dewasa yang mandiri, penuh potensi serta 

bertanggung jawab sebagai anggota suatu 

masyarakat. Sekalipun sampai dewasa ini, kalangan 

pemuda sendiri masih memiliki aksesibilitas yang 

sangat terbatas untuk terlibat dengan mandiri dalam 

intermediasi kepentingan, interorganisasi, 

interdependensi kekuasaan termasuk analisis jaringan 

sebagai pemerintahan. 

3.2 Tingkat Kohesivitas Skema Implementasi 

terhadap Prosedur Kebijakan Kepemudaan 

Faktualitas kalangan pemuda tidak pernah 

terlibat dalam program pelayanan kepemudaan dan 

aksesibilitas yang terbatas untuk terlibat dalam 

jaringan kebijakan secara substantif akan berkaitan 
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dengan tingkat kohesivitas pelayanan kepemudaan 

yang telah diselenggarakan oleh institusi 

bersangkutan terhadap prosedur kebijakan termasuk 

paradigma pembangunan pemuda pada praktik global 

berbasis penguatan modal sosial. Berdasarkan hasil 

wawancara terstruktur, kajian literatur dan berbagai 

dokumen dari institusi terkait dapat disimpulkan 

bahwa penyelenggaraan pelayanan kepemudaan 

sebagai kebijakan dalam skema implementasi secara 

substantif terkait baik dengan kerangka kebijakan 

nasional maupun pembangunan pemuda berbasis 

penguatan modal sosial pada praktik global, 

sekalipun masih terbatas capaian taraf signifikansi 

prakonsep yang belum otonom. Pelayanan 

kepemudaan terkecuali dari Gerakan Pramuka 

Kwarcab Cianjur diselenggarakan dalam trajektori 

yang kurang variatif seperti pelatihan kepemimpinan, 

kewirausahaan, jambore kalangan pemuda dan 

program lain yang berbasis penyadaran dengan 

implikasi kebijakan yang tidak dapat diidentifikasi. 

Pelayanan kepemudaan seperti pemberdayaan, 

penyadaran dan pengembangan baik kewirausahaan, 

kepemimpinan maupun kepeloporan memang 

mempunyai pemisahan signifikansi yang objektif, 

namun secara praktik kohesivitas signifikansi dari 

berbagai pelayanan kepemudaan tersebut menjadi 

dasar klaim dari institusi terkait merealisasikan 

pelayanan kepemudaan holistik yang secara faktual 

justru terfragmentasi. 

Bahwa skema implementasi pelayanan 

kepemudaan dari implementor terkait tidak 

menunjukan ekuivalensi perlakuan antara pelayanan 

kepemudaan dan tujuan kebijakan kepemudaan 

sebagai linieritas logika hukum sebagaimana 

dimaksudkan dalam kerangka kebijakan kepemudaan 

nasional. Terlebih lagi, bentuk pendekatan 

pembangunan pemuda dalam praktik global berbasis 

penguatan modal (Benson dan Pittman, 2002; 

Bowers dkk., 2015; Dimitrova dan Wiium, 2021) 

seperti Organisasi 4-H, kewirausahaan sosial-politik 

(Lentsch, 2019; Ashta A, 2020; Bouckaert serta Van 

Den Heuvel, 2019; Guha serta Majumbar, 2020; 

Lundström dkk., 2014; Zhao dan Mao, 2021; 

Marques serta Dhiman, 2020), mobilisasi orang 

dewasa (Gil Clary dan Rhodes, 2006), komunitas 

sehat (Nakkula dkk., 2010) termasuk program pasca 

sekolah (Deutsch, 2017) masih berada dalam taraf 

signifikansi embrionik, sehingga dalam jangka 

pendek tidak dapat memberikan timbal balik terhadap 

pembangunan pemuda secara realistik. Skema 

implementasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten 

Cianjur belum memiliki konteks ruang lingkup, 

program area termasuk aplikasi dan intervensi 

pembangunan pemuda baik dalam kerangka 

kebijakan nasional maupun pembangunan pemuda 

dalam praktik global. Terlebih lagi, motivasi sosial, 

identitas kultural, keadilan prosedur dan motif 

kepercayaan yang akan berimplikasi terhadap 

keadaan prasangka implisit, diskriminasi, distorsi 

interaksi, distorsi gender maupun psikologi 

kerjasama tidak dapat diidentifikasi dalam skema 

implementasi kebijakan kepemudaan. 

Skema implementasi dalam trajektori yang 

kurang variatif tersebut tidak akan memenuhi 

kebutuhan perkembangan pemuda pada tahapan 

transisi adolesens yang penuh gejolak seperti 

penguatan kompetensi, nilai karakter, kreativitas, 

kepedulian, kepercayaan diri, koneksi dan kontribusi 

langsung terhadap masyarakat. Karena itu, skema 

implementasi dari institusi terkait, untuk dewasa ini 

belum dapat mereduksi pemetaan potensi masalah 

kepemudaan sebagai implikasi era disrupsi baik 

ingsutan kepercayaan, masalah dalam keluarga 

maupun kejahatan (Fukuyama, 2004; 2010; 2016) 

seperti pembunuhan (Greenwood dkk., 1996), 

perilaku seks bebas berbahaya (Cantwell dan 

Rotheram-Borus, 2003), penggunaan obat-obatan 

terlarang (Benson, Flay dan Foster, 2003), pecandu 

zat nikotin (Biglan serta Severson, 2003), pecandu 

alkohol (Zucker, 2003) dan perjudian bersifat 

patologis (Jacobs, 2005). Konstruksi pelayanan 

kepemudaan dari implementor kebijakan harus 

mempertimbangkan dan mensintesiskan dasar-dasar 

behavioral kalangan pemuda dalam jaringan 

kebijakan seperti behaviorisme teleologis (Rachlin, 

2021), behaviorisme molar (Baum, 2021), 

behaviorisme teoritis (Lopes, 2021), behavioralisme 

biologis (Donahoe, 2021) dan behaviorisme 

intensional (Foxall, 2021) untuk menempatkan 

keterlibatan kalangan pemuda ke dalam pelayanan 

kepemudaan sebagai responsivitas yang dikondisikan 

(Classical dan Operant Conditioning) melalui 

Positive Reinforcement. 

3.3 Peran Krusial Keberadaan Institusi 

3.3.1 Peran Institusi dalam Mengupayakan 

Kohesivitas Pelayanan Kepemudaan 

Secara faktual, setiap implementor kebijakan 

kepemudaan telah mendapatkan penguasaan dasar 

terhadap informasi terkait komponen yang bekerja 

dalam formasi ACF seperti perantara kebijakan, 

mobilisasi sumber daya, akumulasi bukti empirik, 

kejadian eksternal, kebuntuan kebijakan 

kepemudaan, parameter yang relatif stabil, kebutuhan 

perkembangan pemuda dalam era disrupsi besar dan 

klaster implementor dalam jaringan kebijakan 

kepemudaan. Sekalipun demikian, penguasaan 

informasi mendasar tersebut tidak menempati 

kedudukan antaseden yang melahirkan agenda koalisi 

advokasi dalam subsistem kebijakan pemerintah atau 

paling tidak mencoba membangun agenda bersama. 

Karena dalam pemetaan PNA selalu terdapat bentuk 

konsentrasi terhadap informasi utama dan perangkat 

kebijakan sendiri (Howlet dan Mukherjee, 2018), 

secara alamiah pembentukan kerangka koalisi 

advokasi ataupun agenda bersama sebagai program 

kemitraan dalam konteks institusional merupakan 

pemilihan tindakan paling seksama dalam 

mengupayakan kohesivitas dari berbagai pelayanan 

kepemudaan untuk menjamin pencapaian 

kepentingan dengan bertumpu pada prosedur 
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kebijakan. Faktualitas tidak teridentifikasi 

keberadaan langkah yang  mumpuni dalam jaringan 

kebijakan, secara tidak langsung memberikan 

konfirmasi terhadap kebuntuan kebijakan 

kepemudaan. Dalam PNA terdapat pendalaman yang 

terkait konfigurasi implementor sebagai representasi 

klaster jaringan kebijakan baik pemerintah maupun 

sektor privat (Mikkelsen, 2006), dengan tidak 

mempergunakan managemen proses dengan tujuan 

restriksi (De Bruijn dan Heuvelhof, 2002) bentuk 

pemilihan tindakan dapat menghadirkan penjelasan 

dari kebuntuan kebijakan. 

Bahwa preferensi yang dalam penyelidikan 

dari Berman (1998) diidentifikasi sebagai keyakinan 

terprogram, akan terus diperjuangkan setiap 

implementor secara konsisten dalam jaringan 

kebijakan. Berdasarkan kerangka kebijakan 

kepemudaan, setiap implementor bahkan akan 

mempunyai preferensi yang secara distingtif akan 

berorientasi pada upaya strategis dalam menunjang 

perkembangan pemuda menuju pribadi dewasa yang 

bertanggungjawab. Setiap implementor bukan 

terminologi lain dari perangkat retoris (March dan 

Smith, 2000) yang direstriksi dengan diferensiasi 

paradigma (Hay, 2004). Konstruksi dari preferensi 

setiap implementor bahkan tidak memberikan 

jaminan akan mencerminkan keberadaan ide dalam 

jaringan kebijakan sebagai variabel independen 

(Kisby, 2007) yang bertumpu pada pilihan 

rasionalitas dan keberadaan agensi Dowding (2001). 

Tidak terlalu mengherankan secara aktual tidak 

terdapat langkah interorganisasi, interdependensi 

kekuasaan termasuk analisis jaringan pemerintahan 

(Rhodes, 2006) yang menembus batas intermediasi 

berbagai kepentingan (Marsh dan Rhodes, 1992). 

Jaringan kebijakan kepemudaan di wilayah 

Kabupaten Cianjur yang tidak mencerminkan 

pertukaran keyakinan inti dan sumber daya, 

penerapan langkah tunggal dan hubungan dialogis 

dengan kalangan pemuda, dalam konteks analisis 

kebijakan merupakan informasi akurat untuk 

menghadirkan penjelasan terkait faktualitas kalangan 

pemuda tidak dapat terlibat dalam pelayanan dan 

aksesibilitas terbatas dalam jaringan kebijakan 

kepemudaan. 

Ketika diferensiasi tajam dari preferensi setiap 

implementor mendasari secara langsung kekosongan 

agenda bersama pada jaringan kebijakan 

kepemudaan, maka kerangka koalisi advokjasi 

sebagai pendekatan berbasis behavioralisme (Gil 

Garcia dkk., 2017) dapat dipergunakan sebagai 

alternatif pemecahan masalah dengan taraf 

kompleksitas tinggi (Sabatier dan Jenkins-Smith, 

1993; 1999; 1983) yang memang dapat menghambat 

hubungan kemitraan serta koordinasi lintas sktoral. 

Rekonsiliasi pertentangan (Hoppe dan Peterse, 1993) 

yang secara ilmiah pada analisis kebijakan publik 

telah merepresentasikan signifikansi krusial 

(Schlager dan Blomquist, 1996; John, 2003; 

Schlager, 1995) misalnya pada bidang kebijakan 

lingkungan dan energi (Weible dan Sabatier, 2010), 

justru tidak teridentifikasi sama sekali dalam jaringan 

kebijakan kepemudaan. Dalam subsistem kebijakan 

berbagai implementor terutama pemerintah 

Kabupaten Cianjur melalui Disparpora tidak memuat 

proyeksi seksama tentang sistem keyakinan, 

komponen relatif stabil termasuk mekanisme 

perubahan kebijakan kepemudaan berbasiskan pada 

kerangka Sabatier dan Pelkey (1990) dan Sabatier, 

Hunter dan McLughlin (1987) seperti akumulasi 

bukti empirik, kebuntuan kebijakan dan persitiwa 

eksternal. Dengan demikian, kekosongan agenda 

bersama sebagai representasi perubahan kebijakan 

tidak berkorelasi dengan diferensiasi dari preferensi 

karena secara normatif seluruh kepentingan 

implementor akan mengarah pada upaya menunjang 

perkembangan pemuda. 

3.3.2 Peran Institusi dalam Menghadapi Potensi 

Hambatan Implementasi Kebijakan 

Hambatan dalam tahap implementasi terkait 

fisibilitas politik (Galston, 2009) secara faktual 

merupakan salah satu arah masalah besar dari 

sebagian implementor kebijakan seperti DPD KNPI 

dan Karang Taruna Kabupaten Cianjur, yang 

memang berimplikasi terhadap permasalahan sumber 

daya finansial (Quiggin, 2009). Setiap implementor 

kebijakan tidak mempunyai masalah fisibilitas politik 

yang berkaitan dengan preferensi dari kelompok 

kepentingan, karena secara internal telah menjadi 

sarana relevan untuk mengakomodasi setiap 

kepentingan yang harus diperjuangkan dalam 

jaringan kebijakan dengan laju determinasi tinggi. 

Masalah fisibilitas politik yang dihadapi oleh DPD 

KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Cianjur justru 

terjadi dalam konteks hubungan transaksi dengan 

pemerintahan sebagai pemegang otoritas tertinggi 

terkait langkah strategis pembangunan pemuda. 

Terlepas dari kepentingan politik yang bersifat 

praktis, kedua implementor kebijakan tersebut 

sampai dewasa ini tidak pernah mendapatkan alokasi 

anggaran dari pemerintah Kabupaten Cianjur seperti 

halnya Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur yang 

telah menjadi mitra krusial pemerintah sedari lama. 

Oleh karena itu, tidak mengejutkan ketika kedua 

pelaksana kebijakan tersebut harus bergerak secara 

mandiri dengan ruang lingkup pelayanan 

kepemudaan yang masih terbatas. 

Bahwa masalah kelembagaan (Immergut, 

2009) tidak hanya menjadi masalah umum DPD 

KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Cianjur, 

melainkan juga masalah utama yang bersinggungan 

secara koheren pada lingkungan internal Disparpora 

dan Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur. 

Permasalahan tersebut akan berkaitan dengan 

perkembangan pelembagaan institusi dalam 

menentukan tindakan untuk mencapai preferensi 

tertentu (March dan Olsen, 1983) melalui arah 

guidelines dan constraints yang diberlakukan dalam 

arena tindakan (Laumann dan Knocke, 1987; Di 

Maggio dan Powell, 1991; Skocpol, 1996). Dengan 
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demikian, hambatan kelembagaan akan terdapat 

dalam peran institusi dalam menentukan tindakan 

yang lebih sesuai dengan tujuan kolektif (Peters, 

2012) yang memberikan implikasi terhadap konteks 

tertentu (Thelen, 1999). Kekuatan institusi formal 

(Senge, 2013) seperti regulasi konstitusi, hukum dan 

kebijakan (March dan Olsen, 2005) dan institusi 

informal seperti proses partisipasi, akuntabilitas, 

kesadaran politik bahkan transparansi (Sewel, 1992) 

dapat menjadi region magnetik penyelidikan masalah 

hambatan kelembagaan dalam fase implementasi 

kebijakan dengan berbasis pendekatan neo-

institusionalisme. Melalui kekuatan institusi tersebut, 

tindakan implementor kebijakan terkait dapat 

diarahkan untuk sesuai dengan kepentingan bersama 

sebagai konsensus yang dipandang logis, sehingga 

institusi menjadi atraktor dari penyusunan kebijakan 

(Peters, 1979).  

Analisis perkembangan kelembagaan yang 

dipergunakan untuk menjalankan eksplorasi terhadap 

perilaku dalam jaringan kebijakan yang ditentukan 

oleh kondisi sosial-ekonomi, lingkungan biofisikal 

dan pengaturan kelembagaan (Ostrom, 2011; 2015), 

dapat menjadi sarana yang relevan untuk mendalami 

hambatan kelembagaan yang dihadapi seluruh 

implementor kebijakan kepemudaan. Tindakan dan 

interaksi dari seluruh implementor terkait yang 

dihadapkan dengan pengaturan kelembagaan, akan 

membangun arena tindakan secara alami untuk 

memproyeksikan probabilitas pencapaian preferensi 

berkenaan pembangunan pemuda. Oleh karena itu, 

kebijakan kepemudaan dalam konteks analisis 

perkembangan kelembagaan tidak lain menjadi  

keputusan yang mencapai taraf signifikansi 

konsensus secara politik, sehingga arah masalah 

hambatan kelembagaan dalam tahap implementasi 

kebijakan kepemudaan secara umum tidak akan 

terlepas dari konteks regulasi sebagai prosedur 

kebijakan yang diterapkan secara tidak koheren. 

Bahwa pendekatan institusionalisme pilihan rasional, 

institusionalisme sosiologis bahkan institusionalisme 

historis (Clemens dan Cooks, 1999), dapat 

dipergunakan dalam melaksanakan penyelidikan 

terhadap berbagai komponen analisis perkembangan 

kelembagaan sebagai upaya mendalami hambatan 

kelembagaan secara lebih komprehensif. 

Dalam pendekatan institusionalisme pilihan 

rasional bahwa proses pelayanan kepemudaan 

sebagai kebijakan distingtif dari implementor terkait 

tidak secara utuh dan konkrit menunjukan pemilihan 

tindakan terbaik sebagai rasionalitas sempurna, 

karena tidak mempertimbangkan lingkungan 

biofisikal, peristiwa eksternal bahkan situasi aksi 

dalam subsistem kebijakan (Ostrom, 2010). Dalam 

eksternalitas apriori sebagai variabel dari lingkungan 

biofisik, hampir seluruh implementor terkait telah 

mempergunakan sumber daya cukup proporsional 

untuk setiap program, terkecuali Disparpora yang 

didominasi oleh program kepariwisataan dengan 

distribusi sumber daya sangat besar. Sementara 

dalam konteks eksternalitas teknologi, hampir 

seluruh implementor terkait terkecuali Gerakan 

Pramuka Kwarcab Cianjur masih memiliki 

keterbatasan teknologi sebagai sarana komunikasi, 

akomodasi kepentingan bahkan akuntabilitas 

terhadap masyarakat sipil dan kelompok sasaran. 

Sekalipun demikian, sebagian implementor seperti 

DPD KNPI Kabupaten Cianjur menjalankan langkah 

konkrit untuk mengatasi masalah eksternalitas 

teknologi melalui penggunaan media sosial. Bahwa 

akumulasi bukti empirik seperti IPP Kabupaten 

Cianjur yang rendah, pelayanan kepemudaan 

konvensional sebagai kebuntuan kebijakan dan 

pendekatan pembangunan pemuda dalam praktik 

global sebagai guncangan eksternal tidak juga 

dipertimbangkan menjadi mekanisme pemilihan 

tindakan yang akan menghadirkan perubahan 

mendasar dalam skema implementasi pelayanan 

kepemudaan. 

Ketika seluruh implementor terkait 

berhadapan dengan berbagai keterbatasan, maka 

penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dengan 

lingkup yang lebih luas dan hasil kebijakan yang 

lebih realistik dapat dijalankan melalui kerangka 

kerja koalisi advokasi sebagai agenda preferensi 

bersama berdasarkan rule based model dalam 

subsistem kebijakan. Dalam subsistem kebijakan 

Disparpora sebagai cerminan dari pemerintah daerah 

Cianjur misalnya, tidak terdapat situasi aksi yang 

mencerminkan kerangka koalisi advokasi, sehingga 

skema implementasi yang memang ditentukan 

Disparpora tidak memuat preferensi kelompok 

kepentingan manapun. Dalam aspek institusionalisme 

pilihan rasional bahwa masalah kelembagaan dalam 

implementasi kebijakan kepemudaan terdapat pada 

tindakan implementor yang tidak bergantung pada 

kepentingan sebagai preferensi yang harus dicapai. 

Hal tersebut karena bentuk pemilihan tindakan 

implementor tidak mencapai batasan intensionalitas 

(Weyland, 2002), padahal institusi mempunyai peran 

yang memang sentral dalam penyusunan kebijakan 

dengan mengakomodasi seluruh kepentingan 

(Ivanica, 2006) yang harus dibangun berdasar pada 

kalkulasi logis terkait berbagai probabilitas yang 

mungkin ada dengan mempertimbangkan konfigurasi 

potensi (Ingram dan Clay, 2000). 

Dalam pendekatan institusionalisme sosiologis 

bahwa eksistensi dari institusi menunjukan 

signifikansi sosial akan berkembang secara 

berkelanjutan yang relevan dengan perubahan 

tindakan (Zafirovski, 2004). Signifikansi sosial 

sebagai realitas kultural secara informal dapat 

memberikan pengaturan pemilihan tindakan rasional, 

yang juga secara holistik berkenaan dengan arena 

tindakan dan hubungan interaktif (Buhari-Gulmez, 

2010), karena perubahan sosial dimulai dengan 

pelembagaan nilai sosial dalam masyarakat dengan 

bertumpu pada keberadaan institusi formal sendiri 

(Santoso, 2013). Bahwa atribut komunitas bahkan 

institusi informal (Ostrom, 2010) merupakan 
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trajektori normatif yang dapat memberikan dasar 

penyelidikan terhadap masalah kelembagaan pada 

tahapan implementasi. Hubungan kepercayaan 

sebagai atribut komunitas yang diklaim terdapat di 

antara implementor terkait tidak pernah 

ditindaklanjuti dengan pertukaran informasi, sumber 

daya dan keyakinan, sehingga sampai dewasa ini 

tidak mencerminkan hubungan timbal balik sebagai 

konsekuensi rasional interaksi terhadap 

perkembangan kepemudaan. Selain itu, identitas 

kultural Kabupaten Cianjur sebagai keberadaan 

institusi informal seperti Ngaos, Mamaos, Maenpo, 

Tataten, Tangginas, Someah dan Sauyunan tidak 

diaktualisasikan sebagai bentuk pelayanan 

kepemudaan. Kondisi tersebut sekaligus menjadi 

pertanda bahwa institusi informal belum menjadi 

karakteristik distingtif dari implementor kebijakan 

sebagai identitas kultural yang inheren. 

Ketika institusi dalam analisis 

institusionalisme sosiologis akan memberikan arah 

penyelidikan terhadap nilai dan identitas kultural 

yang telah melembaga secara institusional, perspektif 

institusionalisme historis justru menekankan 

keberadaan institusi dalam samaran kontinum yang 

terikat secara koheren dengan dimensi dari ruang dan 

waktu. Oleh karena itu, penguatan konstruksi dalam 

perspektif institusionalisme historis yang dilakukan 

oleh Kathelen Thelen pada tahun 1994 (Mahoney, 

2017; Bleich, 2017) tidak hanya terkait regulasi, 

melainkan juga tentang kebiasaan, standar moral, 

norma dan ide (Skocpol dan Pierson, 2002; Sorenson, 

2015), namun eksistensi institusi dan arena tindakan 

berbasiskan konsensus dalam trajektori kurun waktu 

tertentu dengan mempertimbangkan kelaziman, 

lintasan waktu, conjuncture dan persebaran ide pada 

institusi. Bahwa setiap implementor kebijakan tidak 

secara ekspresif menunjukan resistensi terhadap 

perubahan yang lumrah ditemukan dalam jalur 

kelaziman. Sekalipun lingkungan strategis menuntut 

adanya perubahan cukup moderat, pemilihan 

tindakan sebagai skema implementasi yang repetitif 

tidak akan secara tegas menunjukan resistensi karena 

proses perubahan tersebut membutuhkan koalisi 

advokasi mapan dengan sumber daya yang besar. 

Tidak terlalu mengejutkan ketika skema 

implementasi mempunyai conjuncture yang abstrak, 

karena memang tidak lahir dari proses interaksi 

dengan implementor lain sebagai konsekuensi logis 

dari situasi sosial-ekonomi, lingkungan biofisik 

termasuk pengaturan kelembagaan. Sekalipun 

demikian, transaksi persebaran ide tentang 

transformasi pelayanan yang moderat cukup 

melembaga di lingkungan internal DPD KNPI serta 

Karang Taruna Kabupaten Cianjur.  

3.3.3 Peran Institusi dalam Membangun Desain 

Evaluasi Kebijakan Kepemudaan 

Bahwa seluruh implementor kebijakan 

kepemudaan memiliki desain evaluasi yang lebih 

mendekati evaluasi semu sebagai pendekatan 

evaluasi berbasis metode deskriptik dalam 

melakukan penilaian tentang hasil kebijakan tanpa 

lebih seksama menyelidiki implikasi kebijakan 

terhadap kelompok sasaran. Dalam evaluasi semu 

memang terdapat paradigma bahwa hasil kebijakan 

merupakan kondisi yang dapat terbukti secara 

alamiah (Dunn, 2008). Implementor kebijakan terkait 

secara umum mempergunakan metode perbandingan 

untuk melakukan penyelidikan terkait taraf 

kohesivitas antara perencanaan dan implementasi 

program kepemudaan yang tidak dapat diverifikasi 

sebagai representasi metode evaluasi semu dalam 

praktik global. Karena bagaimanapun dalam evaluasi 

semu hanya terdapat metode analisis waktu terputus, 

nilai angka indeks, analisis diskontinuitas, analisis 

berkala terkontrol atau paling tidak tampilan grafik. 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk 

lebih menunjang evaluasi kebijakan misalnya focus 

group discussion, survei, wawancara terstruktur dan 

studi dokumentasi (Subarsono, 2021: Suharsono, 

2016) tidak pernah dilakukan, karena hanya 

terkonsentrasi pada observasi ketika pelayanan 

dilakukan pada waktu tertentu. 

Setiap implementor kebijakan terkait juga 

tidak pernah melakukan pengujian terhadap desain 

evaluasi kebijakan, karena hal demikian belum 

melembaga dalam lingkungan internal. Model 

pengujian keabsahan desain evaluasi kebijakan 

berbasis model rasional Clemens dan McBeth (2020) 

misalnya secara faktual belum dikenal oleh 

implementor terkait, karena terus bertumpu pada 

desain evaluasi konvensional. Selain itu, dalam 

evaluasi yang sampai dewasa ini dilaksanakan oleh 

implementor terkait tidak terdapat kualifikasi spesifik 

untuk melakukan penilaian terkait kinerja 

implementasi kebijakan kepemudaan seperti 

implikasi terhadap kelompok sasaran, implikasi 

limpahan, pembiayaan (Dye, 2017), efektivitas, 

kecukupan, responsivitas program, ketepatan (Dunn, 

2008) bahkan ekonomi produktif (Knoefpel dkk., 

2007). Setiap implementor terkait juga memberikan 

klaim tidak terdapat hambatan krusial dalam tahapan 

implementasi, karena memang masih 

mempergunakan pendekatan yang tidak dapat 

diverifikasi dalam analisis kebijakan publik. 

Inkonsistensi antara desain dan metode evaluasi 

secara normatif menunjukan bahwa setiap 

implementor memiliki hambatan terkait psikologi, 

ekonomi, teknis, politik maupun keterbatasan 

evaluator (Subarsono, 2021) sebagai bagian analisis 

kebijakan publik.  

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian 

tersebut, maka harus dilakukan penarikan kesimpulan 

sebagai proses generalisasi berkaitan beberapa hal. 

Pertama, pemuda di Kabupaten Cianjur mempunyai 

respons dan keinginan keterlibatan yang cukup besar 

untuk aktif terlibat dalam pelayanan kepemudaan 

baik sesuai kerangka kebijakan nasional maupun 

pembangunan pemuda berbasis pendekatan 
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Organisasi 4-H. Kedua, pelayanan kepemudaan yang 

diselenggarakan Disparpora, DPD KNPI, Karang 

Taruna Kabupaten dan Gerakan Pramuka Kwarcab 

Cianjur secara normatif menunjukan kohesivitas 

trajektori terhadap prosedur kebijakan kepemudaan 

secara nasional dan pembangunan pemuda berbasis 

penguatan modal sosial dalam praktik global 

sekalipun masih terbatas tingkat signifikansi pra 

konsep yang belum otonom, sehingga untuk dewasa 

ini belum dapat mereduksi pemetaan potensi 

permasalahan kepemudaan. Ketiga, kekuatan institusi 

formal dan informal yang ada belum secara holistik 

memberikan guidelines dan constraints baik dalam 

pemilihan tindakan dari implementor terkait, dalam 

melakukan kalkulasi sebagai proyeksi probabilitas 

dari hambatan pada tahapan implementasi maupun 

dalam membangun desain evaluasi kebijakan 

kepemudaan yang dapat diverifikasi dalam praktik 

global. 
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